
bahwa dengan adanya perubahan SKPD sebagai Pengelola 
Hibah dan Bantuan 8osial dan adanya Pcmberian Barn.uarr 
SO$ia1 kepada rnasyarakat yang 'terkena Musibah Bencana, 
maka perlu dilakukan penyernpurnaan tcrhadap Pemtumn 
Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelakaanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban Dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
A . nggaran Pendapatan dan Rr.l~nja Daerah; 

bnhwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud 
pada huruf a, maka perlu merie tapkan Per u btth a n 
Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata 
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersurnber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

1. Undang-Undang Nornor 16 Tahun 1950 tentang 
Pernbentukan Daeruh-daerah Kata Besar dalam lingkungan 
Propinsi .Jawa Timur, Jawa Tengah, .Jawa Barnt dan Daerah 
Istirnewa Yogyakarta; 

2. Undang-undang Nornor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan [Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
tahun 1985 Nomor 44, Tarnbahan Lembaran Republik 
Indonesia Nomor 3298); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bcrsih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75t Tambahan Lernbaran 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

b. 
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4. Undang-Undung Nomor l'/ Tahun 2003 tcntang Kcuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun :l003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneaiu 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara [Lcmbaran Negara 
Indonesia Tab.un 2004 Nomor 5 Tarnbnhrm 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaum Vengeluluun dnn ;l'unggungjnw:__.ib Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 'rahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4400); 

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern 
Perencariaan Pcmbangunan Nasional (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lernbarurr Negara Republik Iuc.lunesia Nomor 4421 ); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
diubah beberapa kali terakhrr dcngan Undang-Undang 
Nemer 12 Tahun 2008 f et11Jrng Perubahan Kcdua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang 
Pemcrintahan Dacrah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun '.2008 Nomor 53, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuaugan antara Pemerintah Puaat, dan 
Pemerintah Daerah (l..<.:rn.bii ra n Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 1261 'I'ambuhan Lernbnran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4438); 

10. Undang-Undang Nornor 24 Tnhtrn 2007 tcntang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambuhun Lernbaran 
Negara Republik l ndortexia Nomor 4723); 

11. Und~i.nf~-lTnrlftng Nomor 11 Ta.bun 2009 lcnh·m~ 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4967); 

.1 ?.. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentung 
Pcmbentukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia. Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Nr.gar~ Republik Indonesia Nornor 
5234); 

13. Peraturan Pemcrintah Nomor 16 Tahun 1976 tcntang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat TT Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 g75 Nomor 
25, Tambahan Lernburatt Negara Republik Indonesia Nomor 
3079); 

,. 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1.992 t.cnt.ang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupatcn-kabupatcn 
uaerah Tingko.t U Purbulinggu, Cilacap, Wonogiri, -Jepara 
dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah 
Prnpin~i not'.rnh Tingkut l ,Juwn Tengnh [Lernbarurt New1n~ 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 

1 S. Pernturnn Pernerinrnh Nomor So Tnhun ~~OOS tenrnng 
S.i$tem. Inlormasi Keuangan Daeruh (LeJnba.ran NeR;fi.ro. 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 j8, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

16. Peraturan Pemerintah Nornor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
139, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577); 

17. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 teritang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tcntang 
Pcngclolaan Barang Milik Negara/ Dacrah (Lembaran Negara 
Republik Indone$ia Ta hun 2006 Nornor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah 
Nomor 38 Tahun 2008 tcntang Perubahan HlH~ P~nit 1u-rm 
Pemerintah Nornor 6 Tahun 2006 t.cnt.ang Pcngclolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lcrnbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 7H1 Tarnbnhrm Lernbaran 
Negara l~epublik Indonesia Nomor 4855). 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 lentang 
Pembagian Urusan Pcrncrintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Numor 83, Tambahan Lembaran Neg:-in-1 
Republik Indonesia Nomor 4 7~R); 

20. Peraturan Pemerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pcmcrintahan. (l.t'.mhurm1 Nc~an:1 
Repuhlik Indonesia tahun 2010 Nornor 1231 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Dacrah; 

22. I'craturan Preaideri Nomor 54 'rahun ·.~O I I tentang 
Pengnduan Harang/ Jasa Pemerintah: 

23. Peraturan Mcntcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengclolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalarn Ncgeri Nomor 21 Tuhun 2011 
tentang Pcrubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negcri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedornan Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 



Pu~ulI 
Bcbcrapa ketentuun drrlarn Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 T1,1h1m 
2012 teritang Tata Cara Penganggaran, Pclaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah 
dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Daerah Kata Semarang Tahun 2012 Nomor 20) diubah sebagai 
berikut: 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANO 'fENTANG 
P~RlJHAHAN ATAS PERATURAN WALTKOTA NOMOR 20 
TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENOANOOARAN, 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGGUNO,JAWARAN DAN PELAPORAN 8ERTA 
MONITORING DAN EVALUAS1 HlBAH DAN BANTUAN 
SOSIAL YANG BERSUMBER UARI ANGGARAN 
l-'"4~Nl>Al'ATAN DAN BELANJA DAERAH 

Mcnctapkan 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
ten Lang Pedoman Tcknis Pcngclolaan Barang Milik Negara; 

25. Peraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedornan Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Y:-tri~ Rc:no(lfrrlh:r n.,.ni Ari~HIHfl Pc:rnJHpHIMII dt.tu Bdunjt:J 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Pcratura« 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peruturan Menteri Dalam Ncgcd Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pcmberian Hibah dan 
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anrre.Ar.An Penrlapatan 
dan Bclanja Dacrah; 

26. Pcraturan Dacrah Kota Semarang Nomor 11 Tuhun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lernharan Daerah 
Kata Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E); 

27. Peraturan Dacrah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 
tentang Pengclolaan Barang Daerah [Lernbarari Daerah Kota 
Semurung Tuhun 2007 Nomor 11 scri E, Tambahan 
Lembaran Dacrah Knta Semarang Nomor 8); 

28. Perut.ur'arr Wa1ikota Semarang Nornor 20 tnhun 2012 
ten tang Tata C(I ra Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pela poran 
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bunt.uun 
Sosial yang bers .. umber c.lari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

MEMUTUSKAN : 



P~sal4 
( 1.) SKPD pengelola Iii bah dan / atau Bantuan Sosial ditctapkan dengan 

Keputusan WHlikota.; 
(2.) SKPD pcngclola hibah da n bantuan sosial mempunyai tugas sebagai 

berikut: 
a. menerirna uaulanj' proposal d;1ri pcmohon untuk disampaikan 

kepada Walikota, khui-;uR usulan/proposat bantuan sosiul rlnpat 
secara kolektif; 

b. mclakukan evaluasi terhadap usulan/proposal yang diajukan 
oleh pemohon; 

c. membuat rckcmcndusi hnail evaluasi tcrhadap usulan/ proposal 
untuk disumpaikan kepada Walikota rnelalui Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah ('T'APD); 

d. rnenyusun pcrencanaan hibah dan bantuan sosial dalam Rencana 
Kerja; 

e. menyusun Keputusan Walikota tentang penetapan penerima hibah 
dan / atau bantuan sosial; dan 

f. mcnyiapkan dokurnen administrasi berupa Naskah Perjanjian 
Hibah Daerah, kwitariai dan Derita Acara Seroh Terima. 

2. Kctentuan Pasal 5 dihapus. 
3. Ketcntuan Pasal 31 ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diubah, serta ayat (5) 

dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 31 

( 1) An~ota/ kelompok masyarakal rnenyampaikan usulan/ proposal tertulis 
kcpada W alikota dcnga.n dilengkapi propose 1. 

(2) Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan cvaluasi 
usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Proposal untuk perrnohonan bantuan sosial berupa uang paling sedikit 
memuat: 
a. latar belakang, berisi uraian tentang garnbaran umum mengenai fakta 

fakta dan pcrmasalahun- pcrmaaalahan yang melatarbelukangi 
dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan/proposal bantuun 
sosial oleh cal on penerima ban tuan sosial ; 

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan 
diajukannya usulan/proposa! bantuan sosial oleh calon penerima 
bantuan sosia l, 

c. susunan kcpengurusan [kelompok masyarakat/ lembaga non 
pemerintahan], berisi uraian tentang sueunan pengurus dari kelompok 
masyarakat/ lembaga non pemerintahan yang mengajukan 
usulan/proposal bantuan sosial; 

d. domisili kelornpok rnasyarakat/ lcmbaga non pemerintahan, bcrisi 
uraian tentang keberadaan / alamat dari kelornpok masynrakat/ 
lembaga non pemerintahan yang rnengajukan usulan/ proposal 
bantuan sosial dan nomor tclcpon yang dapat dihubungi sewaktu 
waktu apabila dibutuhkan; 

1. Ketentuan Pasal 4 diuboh sehingga Pasal 4 bcrbunyi eebagat berikut : 



e. bentuk kegiatan/ rencana penggunaan dana, berisi uraian tentang 
kegiatan yang akan dilaksanakan olch calon pcnerima bantuan 
sosiat atau rencana penggunaan dana oleh calon pencrima bant.uan 
sosial; 

f. rinciun Kebutuhun Anggurw1/ Rencuru .. L Anggurun Biaya, beriei uralan 
tentang pcrhitungan mcngenai biaya yang dibutuhkan terrnasuk 
rincian kcbutuhan bahan da.n peralatan serta kebutuhan Iuinnya; 

g, bagi kelompok masyarakat / Iernbaga rror: pemt:dnt;ih..:tn mcmuat 
hmcfat.angan dan nama lengkap pimpinan/kctua. eerta stempel/ cup 
organisasi, dcngan dikctahui oleh RT/RW1 Lurah clan Camat setempat: 

h. bagi anggotu masyarakat mcrrura l Laudalangan/cap jari clan nama 
lengkap calon pencrima bantuan sosial, dcngan diketahui oleh RT /RW~ 
Lurah dan Camat setempat: 

(4) Proposal untuk permohonan bantuan soeial berupa burung aekurnng 
kurangnya mcmuat : 
a. latar belakarig, beriai uraian tentang garnbaran umum mengena.i fakta 

fakta dan permasalahan- pcnnasalahan yang rnelaturhelu kn ngi 
dilaksarrakannya kcgiatan dan diajukannva uaulun Zprcposul buntuan 
sosial oleh colon penerirna barrtuan sosial; 

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang rnaksud dan tujuan 
diajukannya usulan/ proposal bantuan sosial olch calon penerirna 
bantuan sosial; 

c, susunan kepengurusun [kelornpok masyarakat/ lembagu nun 
pemerintahan], berisi uraian tentang susunan pengurus dari kelompok 
masyarak.at/ lembaga non pcmcrintahan yang mengaj ukan 
usulan/proposal bantuan sosial; 

d. domisili kelompok masyarakatj Icrnabag non pemerintahan, berisi 
uraian tentang keberudaau/ alamat dari kelornpok masyarakat/ 
lembaga non pemer'intahnn yang mengajukan usulan/proposal 
bantuan sosial clan nomor tc1cpon yang dapat dihubungi sewaktu 
waktu apabiln dibutuhkan; 

c. jenis dan barang yang dirnohon, berisi uraian ten tang jenis dan 
barang yang dimohon oleh calon penerima bantuan so sia l; 

d. bagi kelompok masyarakal / lembaga non pemerintahan memuat 
tandatangan dan nama lcngkap pimpinon/ketua. serta stemp~l/r.Hp 
nrganisasi, dcngan diketahui oleh RT /RW, Lurah dan Camat setempat; 

h. bagi anggota rnasyarak»! mernuut tandatangan/cap jari dan nama 
lengkap calon perierirna banruan sonial, dengan diketahui oleh RT/ RW, 
Luruh dun Camat setempat: 

(5) Dihapus; 
(6) Evaluasi seuagainrn na diatur pada ayat (2) bertujuan untuk: 

a. mengetahui kesesuaian antara harga dalum ptopn~a 1 dengan standar 
satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kuta atau 
apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar 
satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku 
saat itu; 



b. rnengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan b:-1l1Hn 
sertn kebutuhan Iainnva yang diperlukan dalam pelaksanaan 
kegiatan dengan jcnis kegiatannya: 

c. mcrnaatikan keber:ui:.um kelornpok masyarakat/ lcmhaga non 
pernerintahan yang mengajukan usulan/propmml bantuan sosial [tidak 
fiktif); 

d. memastikan dornisili/ alamat angg(Jtu/ kelompok masyarnknt/ 
lembaga non pernerintahan scbagaimana tercantum dnlnm propoxa] 
yang diajukan oleh cnlon pcnerima bantuan sosinl; 

e. rnemastikan kegiatan yang akan dibiayui dcngan dana bantuan soaial 
belum dilaksanakan oleh calon pcncrima bnntuan sosi~I; 

f. meminta dokumen- dokurnen pendukung yang dipcrlukun sesuai 
kebutuhan, antara lain : 
1. lotocopy Kartu Tanda Penduduk. calon penerima bantuan sosial, 
2. fotocopy dokumen pendirian/ pembentukan kelompok rnasyarakat/ 

lembaga non pcmerinrnhan a tau perm njukari / pcngangkutan 
sebagni pengurus.dapat berupa akta notaris / kcputusnn 
pcnunjukarr/ pengangkatan sebagai pengurus arau dokumen 
lainnya yang dapar dipertanggungjawabkan; 

3. Surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani 
oleh calon penerima bantuan sosial [kelompok masyarakat / 
lembaga non pemerintahan]: 

4. Fotocopy rekening hank atas nama anggota /kdompok 
masyarakat/ Iernbaga non pernerintahan yang specimennya anggora 
masyarakat/ pimpinan / ketua dan bendahara. 

4. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf a diubah sehingga Pasal 42 ayat (1) 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasa.142 
(1.) Pertanggungjawaban pemerintah dacrah atws pcmbcrian buntuan 

sosial melipuii: 
a. Usulan/proposal tertulis dari calon penerima bantuan sosial 

kepada Walikota atau perrnintaan tertulis dari individu rJan/atau 
keluarga yang bersangkutan/ surat keterangan dari pejabat yang 
berwenarur/ atau Kepala SKPO yang rnembtdarigi: 

b. keputusan Walikotu tentang penetapan daftar penerirna bantuan 
sosial: 

c. pakta integritas dari pencrima bantuan sosial yang rnenyatakan 
bahwu bantuan sosial y~u1g di.frrimfl akan diguriakan Resuru. derigari 
usulanj'proposal proposa1 bantuan sosial yang teluh diajukan 
kepada Pemerintah Daerah; clan 

d. bukti transfer/ penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial 
berupa uang atau bukti serah terima barang (Berita Acara Serah 
Terirna Barang] atas pemberian bantuan sosial berupa ban-mg. 

(2.) Format Pakta Integritas sebagaimana dirnaksud pada ayat { l) huruf c, 
dinyatakan dengan format scbagaimana tercantum dalam Lampiran 
XVII Peraturan Walikota ini. 

(3.) Pertanggungjawaban sebagaimana dirnaksrud ~yat (1) huruf b clan 
huruf c dikccualikun terhadap bantuan KuKial bagi individu cinn/ atau 
keluarga yang tidak dapat direncartakan sebelumnya, 



BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 16 

ADI TRIHANANTO 

Diundangkan di Semnro.ng 
pada tanggal 15 Mei 2013 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 

HENDRAR PRIIIADI 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 15 Mei 2013 

Peraturan Wa1ikota Semarang ini mulai bcrlaku pada tanggul diundangkan. 
Agar sctiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan pencrnpatannya dalarn Berita Daerah, 

Pusul 11 

5. Kctcntuan Lampiran VI diubah, dengan pcrubahan sebagaimanu tercu nt.urn 
dalam Lampiran Peraturan Walikola ini. 

Plt. WALIKOTA SEMARJ\NU 
W rOTA, 



II. ( NAMA PENERIMA HIBAH t -----------------------------------------------~----- 
Jabatan : Ketua .. ... . .. . . Kota Semarang, berkedudukan di 
Semarang, .Jalan --············ Nornor .... , dalam hal ini bertindak 
dalam jabatannya sebagaimana tersebut di alas sebagai 
Kehm dari dan olch karena itu sah bertindak untuk dan 
atas nama Kota Semarang, berdasarkan . 
Nomor Tahun tanggal - tentang 
Susunan Pengurus I Andalan . , . - . _ . 
Kota Semarang Masa Bakti 20xx - 20xx, untuk selanjutnya 
disebut PIHAK KEDUA ---------------------------------- ·---------- 

.rabatan : Walikota Semarnng/ Sekretaris Dacrahj Kepalu 
Dinas/SKPD ; berkedudukan di Semarang, .Ialan 
.............. Nomor , dalarn hal ini bertindak dalam 
jabatannya sebagaimana tersebut di atas sebagai Kepala 
dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan alas 
nan1a Pernerintah Kota Semarang, berdaaarkari . _ . 
Nomor ,....... Tahun t~nggal . 
tentang. , , , untuk 
selanjutnya discbut PIHAK PERTAMA ---------~~------------------- 
-----------------------------------clan. ----------------------------------- 

I. ( NAMA Ph:MBERI HIDAII ) ---------------- 

Pada hari ini langgal bulan tahun 
dua ribu ( - - 20 ) bertempat di Semarang yang bertanda 
tangan di bawah ini : ----------------------------------------------------------------- 

KOTA SEMARANG TAHUN 20 ... 

TENTANG 
PEMBERIAN DANA HIBAH DARI PEMERTNTAH KOTA SEMARANG 

KEPADA 

Nomor: 

SURAT PERJANJIAN 

LAMPIRAN 
PERATURAN WALIKUTA SEMARANG 
NOMOR 16 TAHUN 201:3 
T.l:!:NTANG 
r'Ji;f<UDAIIAN ATAS PERATURAN WALIKOTA 
SEMARANG N()Mt>N. 1.J,O 1rA UUN 2012 TENTANQ 
TATA CAM PENGANOARAN~ PELAKSANAAN 
DAN PENATAUSAHMN, 
I?ERTANO,GUNG,JAWABAN DAN P.l:GLAP()RAN 
SERT.A MONITORING DAN EVALUASI fHRAH 
DAN BANrfUAN SOSTAL YANCJ HERSUMBER 
OARI ANGGARAN PENOAVA1l'AN DAN BELAN,.JA 
DAE RAH 



Pasal 1 
Pernberian Dana Hibah kepada Kota Semarang ditujukan 
untuk merrunjang pencapaian easuran program clan kegiatan Pemerintah 
Kota Semarang dalam bentuk pendanaan kcgiatan --·······----············-········ 
Kota Semarang Tahun 2013. -------------------------------------~--------· 

Perjanjian tersebur ditetapkan dan dilakswiakan dengan 
ketentuan dan syarat - syarat sebagai berikut ; -------------·----------~ · ·-----~ 

PIHAK P~R'TAMA dan PIHAK Kt-i~DUA yuug selanjutnya 
disebut PARA PUIAK maaing -masing dalam kcdudukarmya sebagaimana 
tersebut diatas, sepakat untuk rnengadakan Perjanjian Ilibah 
tcntang Pemberian Dana Ilibah dari Pemerintah Kota Semarang kcpada 
...................................... Kota Sernnrurig Tahun ?Oxx, yang mcndasarkan 
pada : ---------- ·----------- ··---------- -----------.. =--------- ... 
1. Peraturan Pernerirrtah Nomor 58 Tuh u r 1 2005 tentang Pengelolaan 

Kcuang~n Daerah; ---------------~---------- ·· ------------- - ----------------- 
2. Peraturan Menteri DahHn Negeri Nomor 13 'I'ahun 200f> tentang 

Pcdornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebugaimana tclah diubah 
bebcrapa kali terakhir dcngan Peraturan Mcnteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 200fi tentang Pedornan 
Pengelolaan Keuangnn Dacrah; --- ---------------------------~----------- ------- 

:J_ Pcraturan Mcnteri Dalarn Ncgcri Nornor 32 Tahun 2011 teritang 
Pedornan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumbcr darl 
Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Pcrubahan Atas Peraturan Men 1 eri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tcntang Pedoman Pernberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bcrsumber dnri AnAAaran Pendap.atan dun Belanja Dacrah; -· · ------·--- 

4. Pcraturan Daerah Kota Serna . rang Nornor 11 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; ------------------------------------------------- 

5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2013 ten tang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kuta Semarang Tahun 
Anggaran 2013; -~------------------ .. -------------~ ---------· .. -------------------- 

6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 'I'ahun 2012 tentang 
Tutu Cara Penganggaran, Pelaksanaan dun Pena t-1-1usaha:an, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bcrsumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Bclanja Daerah; -------------' ------------------------ - ·· --------------------- 

7. Peraturan Walikota Semarang Nomor . . . . Tahun 20.xx ten tang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang 
Tahun Anggaran 20.x.x; -----------~-----------· ---------------~-~---------- · --- 

8. Keputusan Walikota Semarang Nomor xxx/xxx Tahun 2Uxx tentang 
Penetapan Pemberian Bantuan Dana Hibah kepada . 
Kota Semarang Tahun 2013. -- -------------·----------------------------------- 



Pasal 3 
Dalarn melaksrmakan perjanjian ini PARA PIHAK mernpunyai Hak clan 
Kewajiban sebagai berikut ; --------------------------------------------------------- 
a. Hak PIH AK PERT AMA : -------------------------------- - - - ------------------ 

1) Menerima Pennohonan Hibah dari PIHAK KEDUA yang disertai 
dcngan Proposal Rencana Kegi.fltan; ---------- · ------------------------ 

2) Menerima Laporan dari PIHAK KEDUA atas Pernberian Darra 

l-Ii'ball; d.an ------------------ ----------~~------------------------------------- 
3) Menerirna Manfaat h~tik ~ccani l:·rng~.;mng maupun tidak Iangsung 

dari hasil pelaksanaan kcgiatan sesuai dengan Proposal Hibah 
:Pil-:IJ\l{ .l{..E;l)LJ.A.. --------------------------------------------------------------- 

b. Hak PIHAK KEDUA : -------------------------------- - --------------------- 

1) Menerima Dann Hibah sejurnlah Nilai sebagaimana tcrcantum 
dalam Pasal 2 Perjanjian ini; dari ----------------------------------------- 

2) Mcrnanfaatkan O:·mH Hihah seauai dengan Proposal dan Naskah 
Perjanjian Hibah. ------------------------------------------------------------ 

c. Kewajiban PIHAK PERTAMA, Memberikan Dana Hibah sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 2 Perj~n.HM ini, ------------------------------------ 

d. Kewajiban PIHAK KEDUA : ---------------------------------------------------- 

1) Memberikan rnanfaat sesuai dengan Luj uu n pemberian Dana 
Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini; -------- 

2) Mclaksanakan pcn~lausah.a.an penggunaan Belanja Dana Hibah 
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan yang berlaku; --------------------------------------------------- 

3) Mcmpcrtanggungjawabkan penggunaan Dano. Hibah dimakaud 
sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-undangan yang 
berlaku; dun ------------------------------------------------------ -~ - - 

4) McnyampRikan laporan penggunaan Dana Hibah dimaksud 
kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan kctcnluan peraturan 
pcrundang-undangan yang berlaku. --- ···-------------------------------- 

Pasal 2 

PTHAK PERTAMA mcmbcrikan dana hibah kepada PIHAK K~DUA dnn 
PIHAK KE.DUA rnenerirna at.as banj.uari darra h iba h scbcaar Rp. 00, 
( terbilang ) yang bc:risumbcr dari Anggaran Pcndapatan dan Bclanja 
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 20xx, dengun rmcrun 
~t'.ln1~H i herikut : -~---------------------------- Kegiatan , , , , , . , 
sebexar Rp. 00,- ( LerLHaug ); -----------------------------------------~---~--------- 

a. Kcgiatan ~ scbcaar Rp. 00,- ( terbH.t,ng }~ ------------------ 

b. dan setcrusnya. ----------------------------------------------- - 



Pasal 7 
(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan pihak 

kctiga maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan 
PIHAK Pfl~RTAMA dibebaskan dari segala tuntutan hukum. -~----------- 

PaKa16 

(1) PIIIAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibcbaakan dari hak dan 
kewajiban dari Perjanjian Hibah ini apabilc, terjadi Keadaan 
Mernaksa if orce majeure). ---------,-------------------------------------------- 

(2) Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), rneliprrti 
keadaari-keadaan sebagai berikut : --------- ---- -- --------------------- 

H. Bencaria alarn seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan 
kejadian-kejadian lain di lusrr kermnnpum1 rnarruxiu; ----------------- 

b. Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain 
yang ditirnbutkan oleh marruaia namun berudu di Iuur 
kernampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan ----------------- 

c. Perubahan kebijakan Pernerintah, yang secara Iangsung ataupun 
tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjia.n Hibah ini. 

(3) Dalam hnl PIHAK KEUUA rnerigalarni force majeure, maka 
PIIIAK KEDUA harus membcritahukan kcjadian tersebut kepudu 
PTHAK KESATU Rccara terl.ulia paling larnbat dalarn wuklu 3 x 21 jam. 
sejak teriadinya ketidakmampuan dalam rnclaksanakan 
kewaiibannya, yang dikctahrii olch Pejabar yHng berweriang di ternpat 
terjadinva force maieure, schingga bcrdasarkan alasan tersebut 
kegiatan atau sebagian dari kcgiatan akan ditunda eclama 
berlangsungnya jorc« tnujeure. ------------------------------------------------ 

(4) Apabila dalam jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
kejadian force majeure tidak diberitahukan kepada PIHAK KESATU, 
maka force majeure dianggap tidak pernah terjadi. ----------------------~ 

(1) Penerima Ilibah Wajib menyusun Laporan Penggunaan Dana Hibah 
yang disertai dengun Surul Pernyutaun Tanggungjawab. ----------------- 

(2) Laporari scbagaimanH d'irruaksmd pHdH AyAt (1) diatns disampaiknn 
kepada Walikot.a melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 
derignn ternbtrsan lcepndn Safuari Kerja Perarigkat Dacrah (8KPD) 
ter~"lit. ---------------------------------------------------------------------------- 

(3) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah wajib disimpan oleh 
Penerima Hibah sebagai Objek Pemeriksaan. ------------------------------ 

[L] Penyulurun Hibah berupu u~-tng dih1kukan rrn--;lalui pemindah bukuan 
dari Rekening Kas Umum Dacrah kc Rekening PIHAK KEDUA. --------- 

(2) Penynluran Daria IIibah sebagaimana dirriakaud pada ayat ( 1) 
dituangkan dalam bcntuk penandatanganan Berita Aeuru Se.ru.h 
Tcrima Dana Hibah oleh PARA PIHAK. --------· . ., 

Pasal 4 

Pmml s 



O HENDRAR PRIHADl 

L Plt WALJKOTA SEMARANG 
f WAKIL WALTKOTA 

( NAMA PEMBER! HIBAH) ( NAMAPENERIMA HIR/\11) 

PIHAK PHRTAMA PIHAKKEDUA 

Paaal 9 
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, 
tanggal, bulan dan tahun sebagimana tersebut diatas dan dibuat rangkap 
3 (uga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup oleh karenanya sah dan 
masing-masing mernpunyal kekuatan hukum yang sama agar dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. -------------------------------------------- 

Pasal 8 
PARA PIHAK dalam melakukan tindakan perjanjian ini menerangkan 
bahwa terhadap semua pelaksanaan dan akibatnya memilih domisili yang 
tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang. ------------------- 

(2) Apabila terdapat penyalahgunaan dalam menggunakan Dana Hibah 
dimaksud maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA 
dan PJHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan hukum. ------- 

1' r ,., t . " 


